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HAKIM KABULKAN EKSEPSI GAZALBA SALEH

KPK Banding, 
KY Telusuri Pelanggaran Etik

JAKARTA(KR) - Tutupnya sejum-

lah Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

dalam 5 bulan terakhir bukan

mengindikasikan kondisi perekonomi-

an yang memburuk. Penutupan BPR

itu lebih disebabkan karena faktor ma-

najemen dan tindak pidana perbankan

oleh pengurus BPR tersebut.

"Dalam 5 bulan terakhir ini ada 12

BPR yang tutup, hal itu lebih banyak

disebabkan kelemahan manajemen

atau adanya tindak pidana perbankan

yang dilakukan oleh para pengurus

BPR," ujar Ketua Dewan Komisioner

Lembaga Penjamin Simpanan (DK

LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dalam

konferensi pers Penetapan Tingkat

Bunga Penjaminan (TBP) Periode Mei

2024 di Jakarta, Selasa (28/5). 

Rapat DK LPS, Senin 27 Mei 2024

memutuskan Tingkat Bunga Penjami-

nan (TBP) tetap dipertahankan, TBP

simpanan rupiah pada Bank Umum

4,25 persen dan TBP simpanan rupiah

pada BPR 6,75 persen. Sedangkan

TBPsimpanan valas pada bank umum

2,25 persen. TBP tersebut berlaku pe-

riode 1 Juni-30 September 2024.

Menurut Purbaya, LPS terus memo-

nitor kondisi semua BPR yang masih

beroperasi di Indonesia, sampai saat

ini pun terpantau BPR-BPR tersebut

dalam kondisi sehat. 

"Kami dengan teliti memantau se-

cara berkala kondisi kesehatan BPR-

BPR, untuk saat ini terpantau dalam

kondisi sehat, namun yang pasti ke de-

pan kami pun selalu siap apabila

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menye-

rahkan BPR kepada LPS apabila ada

BPR yang bermasalah," ujar Purbaya. 

Sebagai informasi, masih ada 1.562

BPR/BPR Syariah yang beroperasi di

seluruh Indonesia. Hal ini mengindi-

kasikan masih banyak BPR yang sehat

dan berperan dalam membantu per-

ekonomian masyarakat dengan be-

ragam inovasi produk yang menarik. 

Purbaya mengimbau, agar bank

transparan dan terbuka menyam-

paikan kepada nasabah penyimpan

mengenai besaran TBP yang berlaku

saat ini, di antaranya melalui penem-

patan informasi tersebut di tempat

yang mudah diketahui nasabah atau

melalui media informasi serta channel

komunikasi bank kepada nasabah.

"LPS juga mengimbau agar bank se-

lalu memperhatikan ketentuan TBP

simpanan dimaksud dalam rangka

penghimpunan dana. Selanjutnya da-

lam menjalankan operasional, bank ju-

ga diminta tetap mematuhi pengaturan

dan pengawasan oleh OJK serta keten-

tuan pengelolaan likuiditas oleh Bank

Indonesia," pungkasnya.                (San)-d

PENUTUPAN 12 BPR

Bukan Indikasi Ekonomi Memburuk

"KPK menyepakati

akan melakukan upaya

hukum, akan melakukan

banding atau perlawanan,

kita memilih untuk mela-

kukan upaya hukum ban-

ding," kata Wakil Ketua

KPK Nurul Ghufron di

Gedung Merah Putih

KPK, Jakarta Selatan,

Selasa (28/5).

Ghufron berpandangan,

KPK, kepolisian maupun

Kejaksaan Agung memiliki

landasan atribusi masing-

masing. KPK berdasarkan

Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 di-

nyatakan bahwa KPK

adalah lembaga dalam

rumpun eksekutif memiliki

tugas dalam penegakan

hukum. Kemudian menu-

rut Pasal 6 huruf a mempu-

nyai tugas pencegahan, hu-

ruf b koordinasi, huruf c

monitoring, huruf d super-

visi, dan huruf e menyelidi-

ki dan menuntut.

"Jadi, KPK telah memi-

liki kewenangan atribusi

oleh pembentuk undang-

undang untuk kemudian

diberi tugas untuk mela-

kukan penuntutan. Se-

hingga tugas yang dilak-

sanakan oleh KPK itu da-

sarnya adalah tugas atri-

busi dari Undang-Undang

KPK, yaitu Undang-Un-

dang Nomor 19 Tahun

2019," ujarnya.

Ghufron juga buka sua-

ra soal alasan hakim

mengabulkan eksepsi Ga-

zalba Saleh soal tidak ter-

penuhinya syarat-syarat

pendelegasian penuntu-

tan dari Jaksa Agung RI.

"Jadi, karena itu, kami

menyatakan tidak sepa-

kat ataupun tidak meneri-

ma atas pandangan ha-

kim yang mengatakan

bahwa perlu delegasi ma-

ka kemudian asumsinya

jaksa-jaksa di KPK tetap

menjadi bawahannya Ke-

jaksaan Agung. Itu yang

bertentangan dengan in-

dependensi KPK yang

diatur pasal 3 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun

2019. Saya kira itu poin-

nya," tandasnya.

Sementara itu, Komisi

Yudisial (KY) akan mene-

lusuri dugaan pelang-

garan kode etik hakim

dalam sidang putusan sela

Hakim Agung nonaktif

Gazalba Saleh. Akan

tetapi KY tidak memiliki

kewenangan untuk ma-

suk ke wilayah pertim-

bangan hakim karena su-

dah masuk ke ranah tek-

nis yudisial.

"KY menaruh perhatian

mengenai putusan Majelis

Hakim yang mengab-

ulkan eksepsi Gazalba.

Namun hakim mempu-

nyai kewenangan penuh

dan independen dalam se-

tiap mengadili perkara.

KY berwenang menganal-

isis sebuah putusan jika

telah berkekuatan hukum

tetap," ujar Anggota dan

Juru Bicara Komisi Yudi-

sial (KY) Mukti Fajar Nur

Dewata di Jakarta, Selasa

(28/5).               (Ant/Has)-f

Nadiem Minta PTN Rangkul Kembali 
Mahasiswa yang Mundur Karena UKT Naik

JAKARTA (KR) -

Perguruan Tinggi Negri

(PTN) perlu merangkul

kembali calon mahasiswa

baru yang belum daftar

ulang atau mengundurkan

diri akibat Uang Kuliah

Tunggal (UKT) tinggi.

"Saya berharap, calon

mahasiswa baru agar

diberitahukan mengenai

kebijakan terakhir pembat-

alan kenaikan UKT, se-

hingga mereka tidak jadi

mengundurkan diri dan

perlu diterima kembali,"

ujar Mendikbudristek Na-

diem Anwar Makarim da-

lam keterangannya, Selasa

(28/5).

Kemendikbudristek

telah mengambil keputus-

an untuk membatalkan ke-

naikan UKT di tahun ini

dan akan merevaluasi se-

mua permintaan kenaikan

UKT dari PTN. "Jadi

tahun ini tidak ada maha-

siswa yang akan ter-

dampak kenaikan UKT

tersebut," sebut Nadiem.

Pihaknya akan mengeva-

luasi PTN yang menaikkan

UKT. Di samping itu, pem-

batalan kenaikan UKT ini

memenuhi aspirasi yang di-

sampaikan masyarakat.

"Jadi saya mendengar se-

kali aspirasi dari berbagai

mahasiswa, keluarga dan

masyarakat mengenai pe-

ningkatan UKT yang terja-

di di PTN. Saya melihat be-

berapa angka-angkanya

dan itu membuat saya

cukup cemas," ujar Nadiem

Sebelumnya, akibat UKT

naik, sejumlah mahasiswa

tak kunjung melakukan

pendaftaran ulang meski

telah diterima. Bahkan,

ada pula mahasiswa yang

mengundurkan diri setelah

melihat mahalnya UKT

yang ditetapkan.

Karena batal naik, Na-

diem meminta PTN kem-

bali memberikan pema-

haman kepada mahasiswa.

Ia meminta agar kampus

merangkul kembali maha-

siswa baru yang belum daf-

tar ulang apalagi sampai

mengundurkan diri. Pada-

hal, mereka sudah diterima.

Sebelumnya, Presiden

Jokowi memanggil Nadiem

ke Istana Kepresidenan,

Senin (27/5) guna memba-

has sejumlah isu pen-

didikan. Salah satunya ter-

kait polemik uang kuliah

tunggal.

Setelah pertemuan itu, ia

kembali memberikan kete-

rangan kepada wartawan.

Dari pertemuannya de-

ngan Presiden ditetapkan,

bahwa kenaikan UKT 2024

dibatalkan.                  (Ati)-f

DIDAKWA TERIMA SUAP RP 40 M

Dituntut 5 Tahun, Achsanul Pasrah
JAKARTA (KR) - Anggota III Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif

Achsanul Qosasi menyerahkan sepenuh-

nya kepada Majelis Hakim untuk menen-

tukan nasibnya secara seadil-adilnya usai

dituntut 5 tahun penjara. Namun, apabila

kesalahannya dianggap sebagai kekhi-

lafan, Achsanul memohon kepada Majelis

Hakim untuk memberikan maaf.

"Jika kekhilafan saya ini dianggap seba-

gai kesalahan, saya pasrahkan kepada

yang mulia Majelis Hakim untuk

menghukum saya seadil- adilnya," ujar

Achsanul saat membacakan nota pembe-

laan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Jakarta, Selasa (28/5). 

Achsanul mengaku keberatan dengan

tuntutan penuntut umum yang diberikan

agar dipenjara selama 5 tahun lantaran pa-

sal yang didakwakan tidak sejalan dengan

pernyataan para saksi dan ahli yang di-

hadirkan di persidangan sebelumnya.

Penahanan yang sudah dijalani selama

hampir 8 bulan sudah cukup menghukum

dirinya dari kesalahan yang dilakukan, se-

hingga harus kembali percaya diri tampil

di hadapan masyarakat, para anggota-ang-

gota, para santri, hingga mahasiswa. "Yang

mulia Majelis Hakim, saya sampaikan

rasa penyesalan yang mendalam dan saya

mohon maaf. Saya minta ampun kepada

Tuhan setiap hari," tuturnya.

Sebelumnya, Achsanul dituntut lima

tahun penjara serta membayar denda Rp

500 juta dalam kasus pengkondisian

perkara BTS 4G. Dalam kasus itu,

Achsanul didakwa menerima suap senilai

2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp

40 miliar untuk mengkondisikan pemerik-

saan proyek BTS 4G 2021 yang dilak-

sanakan BAKTI Kominfo.

Uang suap diterima dari Direktur PT

Multimedia Berdikari Sejahtera Windi

Purnama dengan sumber uang dari

Komisaris PT Solitech Media Synergy

Irwan Hermawan atas perintah Direktur

Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad

Latif untuk diserahkan kepada terdakwa

melalui pihak swasta yang juga meru-

pakan orang kepercayaan Achsanul,

Sadikin Rusli. Pemberian suap dengan

maksud supaya Achsanul membantu pe-

meriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang

dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo supaya

mendapatkan hasil wajar tanpa penge-

cualian (WTP) dan tidak menemukan ke-

rugian negara dalam pelaksanaan pro-

yeknya.                                            (Ant/Has)-f

JAKARTA (KR) -  Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) memutuskan meng-
ajukan banding atas putusan sela majelis
hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang
menerima nota keberatan (eksepsi) mantan
Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus
dugaan gratifikasi dan tindak pidana pen-
cucian uang terkait penanganan perkara di
Mahkamah Agung (MA). Sementara Komisi
Yudisial (KY) akan menelusuri dugaan
pelanggaran etik atas putusan majelis ha-
kim tersebut.

KR-Istimewa

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan pers.

MENKOPOLHUKAM LAKUKAN PENYELIDIKAN

Permasalahan Polri dan Kejagung Didalami
JAKARTA (KR) - Isu simpang-siur

berita terkait permasalahan yang terjadi

di antara Polri dan Kejaksaan Agung se-

dang didalami. Namun dipastikan kedua

institusi tersebut terus menjalankan tu-

gas dan fungsinya masing-masing.

"Dengan isu yang tadi disampaikan

bahwa saat ini terus dilakukan pendala-

man, dilakukan penyelidikan apa yang

terjadi  sebetulnya," kata Menteri Koor-

dinator Politik, Hukum dan Keamanan

(Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto usai

hadiri Rakernis Baintelkam Polri di

Jakarta, Selasa (28/5).

Hadi mengatakan, saat ini kedua pim-

pinan institusi penegak hukum tersebut

saling menjaga muruwah masing-ma-

sing dengan saling menguatkan satu

sama lainnya. "Dan kedua pimpinan

yang terus menjaga muruwah masing-

masing dan tetap saling menguatkan sa-

ling mengisi antara kedua Institusi terse-

but karena tugasnya adalah criminal jus-

tice system itu tetap harus terjaga," papar

Hadi.

Mantan Panglima TNI itu juga

memastikan kedua lembaga penegak

hukum tersebut masih menjalankan

fungsinya masing-masing dan situasi

aman terkendali. "Bahwa kedua pimpin-

an institusi sampai sekarang itu masih

terus menjalankan fungsinya masing-

masing dan situasinya juga aman ter-

kendali komunikasi juga baik," katanya.

Hadi mengaku secara khusus sudah

berbicara dengan Kapolri dan Jaksa

Agung. "Saya pun sudah berbicara de-

ngan kedua pimpinan ini dan (meminta)

tetap fokus pada pelaksanaan tugas se-

suai dengan tugasnya masing-masing

dan juga kemarin, lihat pada waktu

acara SPBE sistem pemerintahan berba-

sis elektronik yang dipimpin oleh Bapak

Presiden di Istana, saya lihat keduanya

sudah kelihatannya ngadep Bapak

Presiden tapi yang bicara kan saya eng-

gak tahu dari jauh saja," jelasnya.

Hadi menekankan, pendalaman diper-

lukan agar muruwah kedua institusi

tersebut tetap terjaga dalam menun-

taskan permasalahan kriminal. "Se-

hingga pendalaman ini terus kami

lakukan karena muruwahnya ini sangat

diperlukan untuk menyelesaikan perma-

salahan-permasalahan kriminal," tan-

dasnya.

Hadi pun berharap dari pendalaman

yang dilakukan permasalahan antara

Polri dan Kejaksaan Agung bisa disele-

saikan. "Mudah-mudahan ke depan ini

semuanya harus berjalan dengan baik.

Kita lihat nanti hasil pendalamannya

dan saya yakin deh lihat Pak Kapolri,

Pak Jaksa Agung juga ke sana-sini juga

bersama dengan saya juga," pungkasnya. 

(Ant/Has)-d


